BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dalam pembahasan dalam
bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik rincian dan menentukan kesimpulan
serta saran dimana akan menjadi penutup daritulisan ini.

Tindakan tersebut selain merupakan tindak pidana dan juga merupakan
sesuatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, maka selanjutnya bagi
aparat Polri yang melakukan tindakan penyalahgunaan senjata api atau kasus
serupa diharapkan mendapat hal serupa yakni sanksi tegas berupa pidana penjara
dan juga sanksi disiplin dimana hal ini secara jelas diatur didalam ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengenai sanksi pemberhentian

anggota Polri diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

Selain sanksi disiplin sanksi pidana juga diberlakukan kepada Polri yang
melakukan penyalahgunaa senjata api dan diberlakukan sesuai dengan jenis dan
berat pelanggaran tindak pidana yang diperbuat. Dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Teknis Institusional Peradilan Umum
Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa bagi
aparat Polri yang melakukan tindak pidana akan diproses dalam Peradilan Umum,
melihat kasus yang telah dianalisis oleh penulis maka ketentuan tersebut telah
sesuai dan diharapkan kejadian tersebut menjadi pelajaran atau dapat menjadi
bahan pertimbangan kepada oknum-oknum yang ingin melakukan hal serupa
bahwasannya setiap tindakan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang
berlaku maka akan mendapat akibat hukum pula sehingga tercipta tujuan dari

hukum itu sendiri.

Terdapat beberapa fakor yang menjadi penyebab penyalahgunaan senjata

api dan faktor internal sampai dengan faktor eksternal yaitu:
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1.1.1. Faktor Internal, yakni meliputi:

a. Faktor Psykologi
Faktor emosional
Faktor ketidakprofesionalan
Faktor ekonomi atau kesejahteraan anggota Polri
Faktorjabatan / pangkat
Faktor Pemindahan / Mutasi
g. Faktor seleksi / Rekrutmen
1.1.2. Faktor eksternal, yakni meliputi:

-~ D o0 o

a. Faktor politik
b. Faktor lingkungan

1.2. Saran

Penyalahgunaan senjata api merupakan sebuah masalah kompleks, karna
secara jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku juga melanggar Hak
Asasi Manusia, oleh karenanya dalam tulisan mi penulis memberikan beberapa

saran:

1.2.1. Diharapkan pimpinan kepolisian juga memberi sanksi serta menindak
secara tegas bagi Setiap anggotanya yang lalai dan kurang professional
dalam menjalankan tugasnya SUpaya tidak terjadi pelanggaran dan dengan
sendirinya akan melindungi hak hidup orang lain. Dengan demikian maka
citra kepolisian juga akan tetap terjaga dimata masyarakat.

1.2.2. Untuk mengurangi peristiwa serupa yakni penyalahgunaan senjata api,
institusi Polri hendak secara serius dan benar-benar memperhatikan setiap
syarat juga membenahi aturan-aturan ketentuan serta melakukan
pengawasan lebih dalam hal mengenai senjata api yang dimiliki oleh
setiap anggotanya.

1.2.3. Selanjutnya bagi setiap anggota Polri yang akan mendapatkan izin
kepemilikan senjata api hendaknya Institusi Pofri memperketat proses
kepemilikan serta melakukan tes psikologi secara berkesinambungan bagi

anggotanya yang telah dinyatakan layak atas senjata api tersebut.
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